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 ABSTRAK 

 

MULIGA RAHMAT SERI : NIM 1301955/2013 Pelayanan Hak Pejalan Kaki   

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan hak pejalan kaki 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 di Kota Payakumbuh. Latar 

belakang dilakukannya penelitian ini karena masih banyaknya pejalan kaki yang 

tidak mendapatkan haknya sebagai pengguna jalan di Kota Payakumbuh. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Informan penelitian ini yaitu Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota 

Payakumbuh selaku implementor Perda Nomor 01 Tahun 2012, Bidang Pengelolaan 

Pasar, Satpol PP,  ketua dan wakil ketua organisasi atau asosiasi PKL (APKL) Kota 

Payakumbuh, Polsek Kota Payakumbuh, beberapa PKL, beberapa petugas parkir dan 

pejalan kaki yang dapat memberikan informasi. Teknik dan alat pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi. Dalam pengumpulan data digunakan instrumen penelitian berupa 

pedoman wawancara, format observasi dan format studi dokumentasi. Dalam 

penelitian ini data yang dianalisis diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan 

secara kualitatif, berupa abstraksi, kata-kata dan pernyataan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan hak pejalan kaki berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 01 tahun 2012 sudah cukup baik dengan 

adanya sarana yang disediakan berupa trotoar dan ruang terbuka hijau hanya saja masih 

perlu perbaikan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Kendala yang ditemui 

oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebagai implementor dalam Perda Nomor 

01 Tahun 2012 antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 

fungsi trotoar, komunikasi dan koordinasi antara Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 

dengan organisasi dan SKPD terkait belum berjalan optimal, kurangnya sanksi yang 

diberikan kepada pelanggar, dan tidak adanya evaluasi yang dilakukan Dinas Tata 

Ruang dan Kebersihan. Dari kendala yang ditemui, Dinas Tata Ruang dan 

Kebersihan Kota Payakumbuh mengupayakan untuk meminimalisir kendala yang 

ada dengan mensosialisasikan perda melalui baliho, koordinasi Dinas Tata Ruang 

dan Kebersihan bersama SKPD terkait lainnya, dan penegasan terhadap sanksi dan 

komitmen para pelaku kebijakan. Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan 

saran kepada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya kepada Dinas Tata Ruang dan 

Kebersihan Kota payakumbuh selaku implementor kebijakan menjaga komunikasi, 

koordinasi dan kerjasama yang baik dengan setiap elemen, dan komitmen terhadap 

kebijakan yang ada, begitu juga dengan para PKL dan pengguna kendaraan agar 

selalu peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga harus ada pemahaman pejalan 

kaki terhadap peraturan yang ada agar lebih peka terhadap suatu kebijakan sehingga 

implementasi pelayanan dapat berjalan maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota merupakan suatu wilayah yang dibangun sebagai pusat pemerintahan sebuah 

negara. Di samping itu kota dibangun sebagai pusat ekonomi dan bisnis, industri 

dan pendidikan sehingga kota relatif harus memenuhi berbagai fasilitas yang cukup 

modern dan infrastruktur yang lengkap. Menurut Bintarto (1983:36) dari segi 

geografis kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai 

kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang 

heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang 

budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-

gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang 

bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya. 

Oleh sebab itu, perkembangan kota di satu sisi sangat terkait pada faktor 

penduduknya, di sisi lain sangat bergantung dari daya dukung lahan,belum lagi 

masalah kehidupan daerah tersebut, ditinjau dari segi pendanaan atau anggaran 

biaya (Hakim dan Utomo, 2004:2). Perkembangan sebuah kota di suatu negara itu 

didukung oleh sarana dan prasarana guna menyejahterakan pendududuk dengan 

menunjang aktivitas warganya baik yang diselenggarakan pemerintah ataupun 

pihak swasta, agar segala sesuatu hal yang dibutuhkan masyarakat dapat berjalan 

akselaratif dan tanpa kendala yang terlalu besar. 

Kota Payakumbuh terletak di jalur transportasi yang menghubungkan 

Sumatera Barat dan Sumatera Tengah yang berada diantara Kota Bukittinggi (Kota 
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Perdagangan di Sumatera Barat) dengan Kota Pekanbaru (Kota yang termasuk 

memiliki PAD terbesar di Sumatera). Hal ini membuat Kota Payakumbuh memiliki 

potensi yang cukup besar bagi tumbuh kembangnya segala aktivitas keseharian 

penduduknya dalam menjangkau tempat tujuan seperti perusahaan, sekolah, tempat 

perbelanjaan ataupun tempat-tempat umum. Dalam menjangkau tempat-tempat 

tersebut dapat dilakukan dengan berkendaraan maupun berjalan kaki. Sulitnya 

akses pejalan kaki menuju tempat-tempat umum di kota ini mendapat respon positif 

dari pemerintah daerah setempat. Hal ini terbukti dengan adanya Peraturan Daerah 

Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 29 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Payakumbuh di Tahun 2010-2030. 

Kota Payakumbuh sebagai kawasan dengan aktivitas kehidupan masyarakat 

berkategori cukup tinggi terlihat dari aktivitas pendidikan, perdagangan, 

perkantoran, dan lain-lain. Dilihat dari sektor Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 

2010-2014 memiliki jumlah sekolah sebagai berikut seperti terlihat pada tabel 1: 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Sekolah di Kota Payakumbuh 

Tingkat Pendidikan Jumlah Sekolah 

Taman Kanak-kanak 44 45 50 50 50 

Sekolah Dasar/MI 73 74 74 76 78 

SMP/MTs 19 20 21 21 23 

SMA/SMK/MA 19 20 22 22 23 

Akademi/D3 1 1 1 1 - 

Perguruan Tinggi 7 7 7 7 - 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh 
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Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dalam jumlah sekolah 

yang ada di Kota Payakumbuh. Di perguruan Tinggi Pada tahun 1954 di Payakum-

buh didirikan perguruan tinggi pertanian dan merupakan perguruan tinggi negeri 

yang tertua di luar Jawa. Perguruan Tinggi Negeri inilah yang kemudian berkem-

bang menjadi Universitas Andalas pada tahun 1960-an berdiri pula salah satu fakul-

tas dari IAIN Imam Bonjol. Dengan demikian salah satu dukungan prioritas yang 

diperlukan adalah adanya sarana dan prasarana jalan yang memadai, mengingat 

Kota Payakumbuh dipadati para Pekerja/karyawan, siswa ataupun para pedagang 

terutama para pedagang kaki lima didominasi oleh aktivitas untuk menjangkau 

tempat-tempat (lokasi) pusat kegiatan. Hal ini pada dasarnya biasa dilakukan 

dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan memakai alat transportasi 

kendaraan bermotor, dan dengan berjalan kaki. 

Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyediakan bagi para pengguna 

kendaraan jalur-jalur lalu lintas jalan yang diatur sedemikian tertib. Begitu pula 

bagi para pejalan kaki, telah ada jalur trotoar yang disediakan secara khusus. 

Hak pejalan Kaki telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 131, berisikan bahwa : 

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa 

trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 

2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyebrang jalan di 

tempat penyeberangan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Andalas
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3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan 

memperhatikan keselamatan dirinya. 

Hak Pejalan kaki juga telah diatur dalam Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 

Tahun 2012 Pasal 29 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh di 

Tahun 2010-2030 menyatakan bahwa :  

1. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan 

kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e berfungsi untuk 

memfasilitasi pejalan kaki dari suatu tempat ketempat lain dengan 

berkesinambungan, lancar, selamat, aman dan nyaman.  

2. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan 

kaki yang ditetapkan bermanfaat untuk menjamin keselamatan dan 

kenyamanan pejalan kaki.  

3. Lebar jaringan jalan pejalan kaki diarahkan sebagai berikut: 

a. Pada ruas Jalan Ahmad Yani dan Jalan Tan Malaka lebar pedesterian 

way (pejalan kaki) diarahkan dengan lebar 2 – 4  meter 

b. Pada ruas Jalan Pacuan, Jalan RKY Rasuna Said, Jalan Semangka, Jalan 

Veteran, Jalan Soekarno - Hatta, lebar pedesterian way diarahkan 

dengan lebar 2 – 3  meter dan  

c. Pada ruas-ruas jalan lingkungan lebar pedestrian way diarahkan dengan 

lebar  2 – 2,75 cm 

4. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan 

kaki digambarkan dalam peta Rencana Pedestrian (tempat pejalan kaki) 
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Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Peraturan 

daerah Nomor 1 Tahun 2012 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota 

Payakumbuh belum maksimal, karena dari survey awal penulis pada tanggal 30 

Maret 2016, fasilitas bagi pejalan kaki yang telah disediakan tidak berjalan optimal 

karena mengingat keberadaan pedagang kaki lima yang membius para pengendara 

Kendaraan Bermotor parkir secara sembarangan dan di sore harinya selalu dipadati 

oleh pengunjung hingga berlanjut di malam harinya, kendaraan bermotor juga 

diatur dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, diantaranya 

menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus 

dengan wajar dan konsentrasi, mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan 

pesepeda, mematuhi persyaratan teknis,dan laik jalan serta mematuhi ketentuan lalu 

lintas tentang berhenti dan parkir, rambu lalu lintas, kecepatan maksimal atau 

minimal. Sementara itu, keberadaan Pedagang Kaki Lima diatur pada Peraturan 

daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Payakumbuh yakni Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam. 

Peraturan daerah ini antara lain menyatakan kewajiban dan larangan pedagang kaki 

lima dalam pasal 8 Bab IV salah satunya dinyatakan bahwa setiap kegiatan usaha 

pedagang kaki lima atau pedagang malam dilarang melakukan kegiatan usaha 

dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen atau semi permanen, 

melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalulintas umum, pejalan 

kaki dan sebagainya, dan melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak negative 
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terhadap kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan kota serta 

dilarang berjualan di emperan toko dan atau lokasi parkir saat-saat tertentu yang 

diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. (Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam).  

Pada survey awal yang telah dilakukan pada tanggal 30 Maret 2016 lalu, 

dilakukan wawancara pada salah seorang mahasiswa di perguruan tinggi di Kota 

Payakumbuh yakni Fakultas Pertanian Universitas Andalas bernama Ulfa 

menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima terkadang tidak terlalu peduli dengan para 

pejalan kaki sehingga walaupun telah memiliki gerobak, namun tetap mendirikan 

gerai kios di trotoar yang telah ada untuk menjamu para pengunjung agar bisa 

langsung menyantap dagangannya ditempat. 

Kemudian ketika dilakukan survey lapangan langsung ke kantor Polres 

Kota Payakumbuh tanggal 08 Oktober 2016 didapatkan data yang menunjukkan 

jumlah kecelakaan dengan korban pejalan kaki cukup tinggi, hal ini terbukti dari 

wawancara singkat yang dilakukan bersama salah satu polisi yang berada di 

kawasan Jalan Moh. Yamin yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa: 

“hari ini terjadi kecelakaan sekitar pagi tadi, kami baru mandapatkan laporan 

siang hari, dengan korban ibu-ibu yang dilarikan ke rumah sakit, kejadian 

ini terjadi di jalan tan malaka, dan kami merujuk supaya kejadian ini 

langsung dilaporkan ke polres agar langsung di proses, kalau ingin 

informasi akurat dan data terkini seperti apa, langsung minta pada unit laka 

di polres yang ada dijalan tan malaka” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui, bahwa kondisi trotoar 

atau bentuk perhatian pemerintah setempat masih belum terkoordinir dan terlaksana 

dengan baik, padahal pada dasarnya trotoar dibangun untuk menyediakan tempat 

bagi pejalan kaki, pemakai kursi roda dan kereta bayi Trotoar harus dapat 
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memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua usia pengguna agar 

memberikan ketertiban di sesama pengguna jalan. Hal ini juga telah dijelaskan 

dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan  

pasal 1 ayat (1) yang berisikan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu 

kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan 

angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, 

pengguna jalan, serta pengelolaannya. 

Pada dasarnya trotoar di Kota Payakumbuh sudah tidak lagi difungsikan 

sebagaimana idealnya. Kebanyakan trotoar-trotoar telah beralih fungsi. Di 

sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, di kawasan Pasar Kota Payakumbuh tepatnya Jln. 

A. Yani, Jln. Tan Malaka Kota Payakumbuh di pagi hari dipadati oleh bangunan-

bangunan kecil yang bersifat permanen dan nonpermanen, seperti kios atau gerai 

pedagang kaki lima serta parkir kendaraan angkutan umum, dan dengan pengendara 

motor yang mendominasi sehingga tidak ada ruang untuk berjalan ditambah saat 

sudah sore hari, tiga kawasan tersebut tetap menjadi incaran bagi para pedagang 

kaki lima dan para pengendara kendaraan bermotor yang mengambil jalan bagi 

pejalan kaki di tengah kemacetan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Firdaus 

salah satu tim penilai penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), yang mengkritisi 

masih banyak trotoar di kota ini yang dipakai pedagang kaki lima buat area 

berjualan. Selain “dikuasai” para pedagang kaki lima yang diduga rajin menyetor 

kepada oknum tertentu, kondisi trotoar di Payakumbuh, dinilai belum memenuhi 

standar Undang-Undang Lalu Lintas. Hal ini disampaikan dalam evaluasi tim 
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penilai WTN mengingat Kota Payakumbuh telah menerima penghargaan Wahana 

Tata Nugraha kategori tertib lalulintas di tahun 2015 lalu. (Padek.com : 2015). 

Kondisi yang dipaparkan diatas jelas mengindikasikan adanya 

ketidakefektifan sehingga sulit untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan 

sebagai pejalan kaki di jalan. Oleh sebab itu, skripsi ini disusun agar dapat 

memperkenalkan kondisi Pejalan Kaki di kawasan Pusat Kota Payakumbuh. 

Peneliti ingin mendalami kajian tentang pelayanan hak pejalan kaki ini, dalam 

sebuah skripsi yang berjudul Pelayanan Hak Pejalan Kaki berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012. 

Penelitian ini merupakan penelitian payung yang diikuti bersama salah satu 

Dosen Ilmu Administrasi Negara Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D dengan judul 

penelitian Pembinaan masyarakat marginal PKL melalui kebijakan Pemko dalam 

upaya peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Payakumbuh dan peneliti tertarik 

memfokuskan pada Pelayanan Hak Pejalan Kaki berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012. 

B. Identifikasi Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, sedikitnya ada beberapa masalah 

yang dapat dikenali, antara lain:  

1. Perkembangan pembangunan dan infrastruktur di Kota Payakumbuh 

terindikasi kurang memadai menyangkut pelayanan hak pejalan kaki 

2. Trotoar-trotoar yang berada di kawasan pasar Kota Payakumbuh telah 

beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan kecil yang bersifat permanen 

dan nonpermanen, seperti kios atau gerai pedagang kaki lima 
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3. Kurangnya pelayanan pada hak pejalan kaki di Kota Payakumbuh 

4. Pedagang Kaki Lima pada umumnya tidak menghiraukan hak pejalan kaki 

5. Solusi yang ditawarkan pada hak pelayanan pejalan kaki di Kota 

Payakumbuh yang selama ini belum efektif. 

C. Batasan Masalah 

Mengingat cukup luasnya permasalahan dan sangat kompleksnya permasalahan 

dengan hak pejalan kaki sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 

Tahun 2012, dan juga keterbatasan tenaga, dana serta waktu saat penelitian maka 

penelitian ini tidak mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan tadi. Adapun 

batasan masalah yang diteliti adalah lemahnya pelayanan hak pejalan kaki 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 29 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh di Tahun 2010-2030, 

kurangnya pelayanan hak pejalan kaki serta ketidakhirauan pedagang kaki lima 

pada hak pejalan kaki di Kota Payakumbuh, dan solusi bagi pelayanan hak pejalan 

kaki di Kota Payakumbuh. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi pelayanan hak pejalan kaki berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012? 

2. Apakah Kendala pelayanan hak pejalan kaki di Kota Payakumbuh? 

3. Apakah solusi yang tepat bagi pelayanan hak pejalan kaki berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui lemahnya pelayanan hak pejalan kaki di Kota Payakumbuh 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 

29 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh di Tahun 2010-

2030 

2. Mengetahui kendala yang menyebabkan kurangnya atau lemahnya 

pelayanan hak pejalan kaki 

3. Mengetahui solusi yang ditawarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 29 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Payakumbuh di Tahun 2010-2030 berkenaan dengan 

pelayanan hak pejalan kaki 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan yang diharapkan adalah :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

Ilmu Administrasi Negara dalam kajian Pelayanan Publik 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan terutama dalam menangani pembangunan jalan bagi pejalan 

kaki serta segala fasilitas bagi pejalan kaki di Kota Payakumbuh.  
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b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat 

Kota Payakumbuh untuk mengetahui kebijakan yang dibuat pemerintah 

dalam melindungi hak pejalan kaki. 

c. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan serta kemampuan menganalisis 

permasalahan yang ada, mengenai pelayanan hak pejalan kaki Peraturan 

Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 29 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh di Tahun 2010-2030.


